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KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal 

yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum 

sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada 

hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan 

bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam 

kata “pidana”.1 

Kemudian Sudarsono mengemukakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah 

hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, 

dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.2 

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut. 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah 

diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah melanggar tersebut.3 

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht), memberikan definisi hukum 

pidana sebagai berikut: “Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan 

larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa 

(pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-

syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) 

dan menjalankan pidana tersebut.4 

B. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 

pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan 

Pidana.5 

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari tujuh istilah 

yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan 

                                                           
3 ibid, hlm 216 
4 Moeljatno, Asas -asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8. 
5 Amir Ilyas, Asas-Asas hukum Pidana, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012)  hlm. 18 



dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk feit diterjemahkan dengan tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi 

definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang 

menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.6 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis dan 

normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Selain 

itu tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.7 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.8 
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Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para 

ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam 

menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham dualisme. 

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut 

paham monisme, yaitu diantaranya: 

a. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum 

(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. 

b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 

c. H.J. van schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah 

“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga 

kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu 

dapat dipersalahkan”. 

d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang 

dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. 

e. Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 

pidana oleh peraturan perundang-undangan.9 

f. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada 

tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 

                                                           
9 Ibid hlm 73 



dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan 

kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 

g. Menurut E. Uthrecht tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga 

disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau 

suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 

karena perbuatan atau melalaikan itu).10 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud 

dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat 

bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau 

diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. 

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam, yaitu: 

a. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa: 

1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur 

obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan 

diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara 

lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. 

Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” 
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dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-

undang adalah perbuatan mengambil. 

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur 

obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan 

diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam 

tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam 

ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, 

unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang-undang 

adalah akibat berupa matinya orang. 

3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-

undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan 

diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” 

adalah tempat umum.  

b. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa:  

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang 

telah dilakukannya (kemampuan bertanggungjawab). Kesalahan atau schuld 

berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang 

dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu 

memenuhi tiga syarat, yaitu: 

a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti 

akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat 

perbuatannya itu. 



b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan 

kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.  

c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang 

tidak dilarang oleh undang-undang.  

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini 

pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu 

bertanggungjawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan 

bertanggungjawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila 

terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.11 

Simons membagi unsur tindak pidana sebagai berikut : 

a. Unsur objektif, terdiri atas: 

1) Perbuatan orang 

2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut 

3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut 

b. Unsur subjektif, terdiri atas: 

1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab 

2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu 

kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut 

nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur 

dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan rechtedelicten. 

Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap 
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bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena 

dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten.12 

Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau 

subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan 

batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat 

perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan 

objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur 

yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

a. Pembunuhan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah: 

“proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut 

nyawa)”.13 

Bahwa pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa 

orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak 

manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena 

pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa 

mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat 

yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan 

ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan 

merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut. 

                                                           
12 Sudarto. Hukum Pidana I. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm 41 
13 Dekdipbud,. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 257   



Pembunuhan secara yuridis diatur dalam pasal 338 KUHP, yang mengatakan 

bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena 

bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima belas tahun”.14 

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, atau harus menjadi tujuan. 

Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud, tujuan atau niat untuk menghilangkan 

nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan 

sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai 

pembunuhan. Jadi, dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan 

untuk menghilangkan nyawa orang lain.15 

Dalam Kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari 

perbuatannya yakni hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat 

perbuatan tersebut. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain harus 

melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. 

 

 

Wahyu Adnan mengemukakan bahwa: 

“Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan 

walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang 

                                                           
14 Sampriste, Pembunuhan dan pasal 338 KUHP, dalam 

http://sampriste1.blogspot.com/2011/10/pembunuhan-dan-pasal-338-kuhp.html#.W49FF7p9jIU diakses pada tgl 05 

September 2018 pukul 10.45 
15 H.A.K. Moch.Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), (Bandung: Alumni, 1986) hlm.89   

http://sampriste1.blogspot.com/2011/10/pembunuhan-dan-pasal-338-kuhp.html#.W49FF7p9jIU


lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi 

dapat timbul kemudian.”16 

b. Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau biasa disebut dengan 

pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya 

dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 

KUHP.17 

Pasal 340 KUHP, berbunyi: 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu 

menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), 

dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun.” 

Direncanakan lebih dahulu (voorbedacbte rade) artinya antara timbulnya 

maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si 

pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah 

pembunuhan itu akan dilakukan. 

Dari rumusan dalam Pasal 340 dalam KUHP, terdiri dari unsur-unsur: 

a. Unsur Subjektif : 

1) Dengan sengaja 

2) Dan dengan dirancang terlebih dahulu 

b. Unsur Objektif  

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa 
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2) Objeknya: nyawa orang lain. 

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 

ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Perbedaan antara 

pembunuhan dengan pembunuhan dirancang terlebih dahulu terletak dalam apa yang 

terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang 

(kondisi pelaku). Di dalam pembunuhan biasa pengambilan putusan untuk 

menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, 

sedangkan pada pembunuhan dirancangkan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah 

oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang 

pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan 

pelaksanaannya. 

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 

3 syarat/unsur, yaitu: 

1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 

2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. 

3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.18 

M.H. Tirtaamidjaja, mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain 

sebagai berikut: 

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” 
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Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan 

terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara 

membentuk kesengajaan.19 

Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan 

merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 

syarat, yaitu: 

a) “Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu 

b) Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang 

penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), 

yaitu harus dalam keadaan yang tenang 

c) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka 

waktu yang agak lama.20 

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan 

terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses 

terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan 

terbentuknya kesengajaan (kehendak). 

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat 

tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat 

sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana 

terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 

cukup terbentuk secara tiba-tiba. 

c. Pengeroyokan 
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Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran 

hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau 

yang biasa. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat 

dalam pasal 170 KUHP yang berisi: 

1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap 

orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 

 

 

 

2) Tersalah dihukum: 

a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan 

sesuatu luka. 

b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan luka berat pada tubuh. 

c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan matinya orang. 

d. Tersangka Ikut Serta 

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 

serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan 

melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. 

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, 

perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga 



bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana 

maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada 

masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana 

perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah 

pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. 

Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnya terdiri atas:  

1) Deelneming yang berdiri sendiri, yaitu pertanggung jawaban dari peserta dihargai 

sendiri-sendiri 

2) Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta 

yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.  

Tetapi KUHP tidak menganut pembagian deelneming menurut sifatnya. 

Deelneming diatur dalam Pasal 55. Pasal 55 KUHP berbunyi: 

1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana: 

a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan 

perbuatan itu 

b) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan 

atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau 

atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja 

membujuk agar perbuatan itu dilakukan.  

2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang 

dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

e. Penganiayaan 



Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang 

kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Didalam KUHP terdapat ketentuan 

yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa 

tubuh manusia. Berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi 

kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. 

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, ketentuan yang mengatur tentang 

tindak pidana terhadap tubuh (manusia) terdapat dalam Bab XX dan XXI. Secara 

umum tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua macam, yaitu: 

1) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, 

yang meliputi: 

a) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. 

b) Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP. 

c) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP. 

d) Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP. 

e) Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP 

f) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur 

dalam pasal 356 KUHP. 

g) Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian diatur dalam pasal 358 KUHP. 

2) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya 

meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 360 

KUHP. Tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi karena 

kelalaiannnya menyebabkan orang lain terluka.21 
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f. Kelalaian/Kealpaan 

1) Pengertian 

Kelalaian adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak 

ada maksud atau niat yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam 

dengan hukuman oleh undang-undang. Atau perbuatan yang dilakukan karena 

kelalaian. Unsur penting dalam culpa atau kelalaian adalah pelaku mempunyai 

kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku dapat berfikir adanya akibat yang 

timbul dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum 

dan dilarang undang-undang. 

Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang 

tidak di sadari atau onbewuste schuld, dimana pelaku kurangnya berhati-hati 

sebagaimana diharuskan oleh hukum.22 

Seperti telah diketahui, tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan 

matinya orang lain seperti yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu merupakan 

suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan tidak sengaja. Pasal 359 KUHP yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun. 23 

Menurut E.Y.Kanter,at. All mendefinisikan culpa sebagai berikut: 

Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk 

dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, 
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karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki 

pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku 

dapat memperkenalkan sebelumnya.24 

Arti kata culpa Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan 

hukum mempunyai arti tekhnis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak 

pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati 

sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 

Dalam risalah penjelasan Undang-Undang (memorit van ceolichting), 

bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur 

kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu 

berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, 

sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si 

pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-

apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang 

sehingga meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga 

dikeroyok dan babak belur. 

Culpose delicate, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang 

hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap Doleus 

delicten yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.25 
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Contoh dari suatu Colpous delict, adalah yang termuat dalam Pasal 188 

KUHP, yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang hati-

hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa culpa. 

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-

pasal KUHP adalah: 

Kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah Grove 

schuld (kesalahan kasar). Meskipun ukuran Grove schuld sudah ada sekedar 

ancar-ancar bahwa tidak termasuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu 

sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.  

Juga merata diantara penulis suatu pendapat bahwa untuk culpa ini harus 

diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak 

dalam keadaan yang In Concerto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai 

ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang 

selalu serampangan dalam tindak tanduknya. 

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” 

terdiri atas: 

a. Kesengajaan, dan 

b. Culpa 

Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, 

sedangkan “culpa” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan” 

itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma 

pidana yang dilakukan dengan “culpa” lebih ringan.26 
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Menurut Simons, menerangkan bahwa: 

Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati 

melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun 

walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga 

terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu 

mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. 

Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat 

mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat lebih dahulu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa. 

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih 

dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-

keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan 

hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu 

tidak ada.27 

Jonkers, berpendapat bahwa culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih 

kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan 

hukum.28 

 

 

Menurut Langemeyer yang menyatakan: 
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Culpa adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengadukan 

dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya 

keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.29 

Masruchir Ruba’i menyatakan: 

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, 

akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan.  

Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan 

akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. 

Jadi dalam kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun demikian 

kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan 

pemidanaan.30 

Timbul pertanyaan sampai dimana ada kurang berhati-hati sehingga si 

pelaku harus dihukum. Hal sengaja tidak menimbulkan pertanyaan ini karena 

sengaja adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain 

halnya dengan kurang berhati-hati, yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang 

yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada yang tidak begitu 

berhati-hati, ada yang kurang lagi, ada yang lebih kurang lagi, sehingga menjadi 

serampangan atau ugal-ugalan. 

Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan 

sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam 
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masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat 

pribadi sang hakim sendiri. Ini tidak dapat dielakkan.31 

2) Bentuk-Bentuk Culpa 

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas: 

a) Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau 

menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 

mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut. 

b) Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau 

menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, 

sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat. 

c) Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara culpa yang 

disadari dengan dolus eventualis yang hampir memiliki persamaan. 

Sehingga berdasarkan atas perbedan antara kedua hal diatas sebagai berikut: 

Culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan 

akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena 

ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian 

kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.  

Selain dari bentuk culpa tersebut, ada juga pakar yang membedakan culpa 

sebagai berikut: 

1) Culpa yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut dengan culpa lata. 

2) Culpa yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan culpa levis.  
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Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu delik hanya 

culpa lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang diinsyafi (bewuste schuld) dan culpa 

yang tidak diinsyafi (undebewuste schuld). 

Rusli Effendy, mengatakan: 

Pada culpa yang diinsyafi pelaku benar-benar telah memikirkan akibat 

perbuatannya, jadi dapat membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat 

ia tidak percaya sedangkan seharusnya dia mesti dan memahami bahwa dia tidak boleh 

memikirkan demikian.32 

 

C. Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian 

Pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah ‘uqubah ( ة ْب ْوْ ق ْع ْل اْ ). ‘uqubah 

menurut bahasa berkedudukan sebagai ‘isim mashdar yang berasal dari kata ْْ,ًب ة ع ق و 

,ْي ع ق بْ  رِْْ yang berartiعِق اباً,ْع ق ب  ْبِالش ِ اء  ز  ا ل ج  yaitu pembalasan dengan keburukan (siksaan), 

hukuman, pidana, balasan dan menahan. 

Pengertian pidana Islam secara terminologi, yaitu: 

رِْالش ارِعِْ ي انِْا م  اع ةِْع ل ىْعِس  م  ج 
ةِْال  ل ح  ص  ْال م  ر  ق ر  ْل م  اء  ز  ْل ج  هِي 

ب ةْ   ا ل ع ق و 

“Pidana adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap 

pelanggaran perintah Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya)”.33 

 

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah 

adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang 
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dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai 

hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. 

Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu 

ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang 

bersumber dari Alquran dan Hadis. 

Hukum pidana Islam merupakan syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan 

bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syari’at Islam dimaksud, secara 

materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. 

Konsep kewajiban asasi syari’at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala 

hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang 

hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah 

dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 

Alqur’an merupakan penjelasan Allah tentang syari’at, sehingga disebut al-

Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan 

salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash 

(tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi 

hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya 

putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang 

berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda 

dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.34 

2. Tindak Pidana dalam Islam 
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Pengertian tindak pidana Islam secara etimologis yaitu, disebut jarimah ْ ة رِي م  ()ا ل ج   

atau (ا ل جِن اي ه) . Secara etimologi jarimah adalah: 

ط أِْ ال خ  ْالذ ن بِْو  م  ر  ْال ج  هِي 
ةْ  رِي م   ا ل ج 

“Jarimah yaitu melukai, berbuat dosa, dan kesalahan”. 

 

Menurut Ahmad Warson Munawir, jarimah secara etimologis berarti berbuat dosa 

atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik. 

Kemudian pengertian jarimah Islam menurut terminologis yaitu: 

لا مِي ةِْ س  ِ فيِْالشَّرِي ع ةِْا لْ  ةْ  رِي م  ْا ل ج  ْأ و  د ٍ اْبحِ  ن ه  ع   ْ ْاللّ  ر  ج  عِي ةٍْز  اتٌْش ر  ر  ظ و  ح  اْم  باِ نَّه 

 ت ع زِي رِْ

“Jarimah dalam syari’ah Islam yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah 

SWT, dengan hukuman had atau ta’zir. 

 

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang 

dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan perkataan syara’ pada 

pengertian tersebut diatas, yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah 

apabila dilarang oleh syara’. Juga perbuatan atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, 

kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya. 

Para fuqaha sering memakai kata jinayah untuk maksud jarimah. Menurut Abdul 

Qadir Audah, jinayah secara etimologis adalah: 

وْ  ْش ر  ْمِن  ء  ر  نيِ هِْل م  اْي ج  مٌْلِم  اِس  ت س ب ه ْا ل جِن اي ةْ  مٍْا ك   

“Jinayah adalah nama (sebutan) orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang 

yang berbuat kejahatan. 



 

 

Dalam definisi lain ia mengemukakan sebagai berikut: 

ْال فِع لِْع ل ىْ اء  عًا,ْس و  مِْش ر  ر  ح  ْال فِع لِْال م  م  ي رِْذ لِكْ ا ل جِن اي ة :ْاِس  ْغ  الٍْأ و  ْم  ن ف سٍْأ و   

“Jinayah adalah nama perbuatan yang diharamkan berdasarkan syari’ah baik perbuatan 

yang mengenai jiwa orang, harta atau lainnya.” 

 

Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: 

فِْ فىِْع ر  ظ رِْالش ارِعِْا ل جِن اي ةْ  ْفعِ لٍْح  مٍْك لُّ ر  ح  ال فِع لِْم  مٍ,ْو  ر  ح  ْفعِ لٍْم  عِْك لُّ الشَّر 

الِْ ضِْأ وِْال م  ي نِْأ وِْالنَّف سِْأ وِْال ع ر  اقِعٍْع ل ىْالد ِ رٍْو  ر  ْض  اْفيِ هِْمِن  م  ْمِن هْ  ن ع  ْم   و 

“Jinayah dalam definisi syara’ yaitu setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan 

yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah (Syari’), karena ada 

bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.” 

 

Dengan memperhatikan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kata-kata jinayah 

dalam istilah fuqaha dianggap sama dengan kata-kata jarimah. Sehingga definisi tindak 

pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah 

SWT dan RasulNya, yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, serta 

diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta’zir.35 

 

 

 

3. Jenis-Jenis Pemidanaan dalam Islam 
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a. Jarimah Qishash 

1) Pengertian 

Secara etimologi qishash berasal dari kata ْ اصًْصْ ق ْْ-صْ ق ْي ْْ–ْصْ ق   yang 

berarti ْ ه ْع ْبِْت ْت   mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Sebagaimana firman Allah: 

اْق ص صًا ْآث ارِهِم  ت دَّاْع ل ىَٰ اْك نَّاْن ب غِْْۚف ار  ْم  لِك 
ْذ َٰ  ق ال 

“Musa berkata, “Indah (tempat) yang kita cari,”Lalu keduanya kembali, 

mengikuti jejak mereka semula.” (QS. Al-Kahfi (18): 64)36 

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, 

yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu 

dalam Al-Mu’jam Al-Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum 

kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, 

nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. 

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia 

pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya 

karena ia pernah menganiaya korban.37 

2) Macam-Macam Qishash 

Dalam fiqh jinayah, sanksi qishash ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

a) Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan 

b) Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan 
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Sanksi hukum qishash yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan 

sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut: 

ْفيِْ ل ي ك م ْال قِص اص  ْع  ن واْك تبِ  ْآم  اْالَّذِين  ال ق ت ل ىي اْأ يُّه   

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh”. (QS. Al-Baqarah (2): 178).38 

 

Ayat ini berisi tentang hukuman qishash bagi pembunuh yang melakukan 

kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. 

Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak 

berlaku dan beralih menjadi hukuman diyyat. 

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti 

diancam sanksi qishash. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam 

mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah 

pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga 

kategori, yaitu sebagai berikut: 

a) Pembunuhan sengaja 

b) Pembunuhan semi sengaja 

c) Pembunuhan tersalah39 

Ketiga macam pembunuhan diatas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali 

Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan perbedaan 

pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan 

semi sengaja karena menurutnya di dalam Al-Quran hanya ada jenis pembunuhan 
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sengaja dan tersalah. Barang siapa menambah satu macam lagi, berarti ia 

menambah ketentuan nash. 

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman 

qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan 

sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qishash ini tidak hanya berdasarkan Al-

Quran, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat. 

Ayat diatas mewajibkan hukuman qishash terhadap pelaku jarimah 

pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi 

hukumannya berupa diyyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan 

oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diyyat. 

Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, diantaranya dijelaskan 

oleh Abu Ya’la sebagai berikut: 

Jika pelaku sengaja membunuh dengan benda tajam, seperti besi, atau 

dengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi, atau 

dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang, seperti batu 

dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang 

pelakunya harus di qishash.40 

Selain itu pendapat yang lain dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah 

sebagai berikut: 

Jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia sekadar bermaksud 

menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun 

tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian, 
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pembunuhan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja sebagaimana 

dikemukakan oleh ulama fiqh. 

Sementara itu mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi 

hukumnya berupa diyat mukhaffafah (diyyat ringan), bukan diyyat mughallazah 

(diyat berat). Sebab, diyyat mughallazah diberlakukan pada pembunuhan sengaja 

yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. 

Lebih lanjut mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, dapat 

dilihat dalam buku-buku fiqh. Intinya kategori ini didasarkan atas niat, motivasi, 

teknis, cara, dan alat yang dipakai.  

Sementara itu qishash yang disyariatkan karena melakukan jarimah 

penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah sebagai berikut: 

ْباِلْ  ن فِْ الْ  ن ف  ْباِل ع ي نِْو  ال ع ي ن  ْباِلنَّف سِْو  ْالنَّف س  اْأ نَّ ْفيِه  ن اْع ل ي هِم  ت ب  ك  و 

ْ الْ  ذ ن  اصٌْْۚو  ْقِص  وح  ر  ال ج  ْو  ن ِ ْباِلس ِ نَّ الس ِ باِلْ  ذ نِْو   

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya 

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.” (QS. Al-

Maidah (5): 45)41 

 

Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum 

Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu 

bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi 

di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak 

berlaku lagi. Contoh ayat lain yang sejenis dengan ayat seperti ini adalah tentang 
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kewajiban pembagian air antara Nabi Shaleh dan kaumnya seperti firman Allah 

berikut ini: 

رٌْ ت ض  ح  بٍْم  ْشِر  ْْۖك لُّ م  ن ه  ةٌْب ي  م  ْقِس  اء  ْال م  ْأ نَّ م  ن ب ِئ ه   و 

“Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara 

mereka (dengan unta betina itu) setiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya 

giliran)”. QS. Al-Qamar (54) : 28)42 

 

Apakah qishash dalam hal jarimah penganiayaan dan pembagian air 

sebagaimana yang di informasikan oleh kedua ayat diatas tetap berlaku dan wajib 

dilakukan oleh umat Islam? Mengenai masalah ini terdapat tiga pendapat, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan 

sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, 

ayat-ayat tentang qishash terhadap anggota badan dan kewajiban pembagian 

air di masyarakat tetap berlaku bagi umat Islam. 

b) Menurut ulama-ulama kalangan Asy’ariyah, Mu’tazilah, sebagian pengikut 

Syafi’iyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, bahwa syariat yang 

seperti ini tidak berlaku bagi orang Islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili 

didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm. 

c) Menurut Ibu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan, terhadap ayat-ayat semacam ini 

sebaiknya tawaqquf (bersikap diam) sampai terdapat dalil shahih yang 

menegaskannya. 
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Dari ketiga pendapat diatas, penulis cenderung pada pendapat jumhur 

sebab argumentasi mereka lebih kuat. Allah berfirman: 

ي ن اْبهِِْ صَّ اْو  م  ْو  ن اْإلِ ي ك  ي  ح  الَّذِيْأ و  ْبهِِْن وحًاْو  صَّىَٰ اْو  ينِْم  ْالد ِ ْمِن  ع ْل ك م  ش ر 

ْ لَ  ْو  ين  واْالد ِ ْأ قِيم  ْْۖأ ن  عِيس ىَٰ ْو  وس ىَٰ م  ْو  اهِيم  ق واْفِيهِْإِب ر  ت ت ف رَّ  

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-

Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang 

telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa yaitu, tegakkanlah agama dan 

janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.” (QS. Asy-Syura (42): 13) 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih 

kuat daripada pendapat-pendapat lain sehingga qishash terhadap anggota badan 

masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain 

sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu 

terjadi. Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut: 

a) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya 

b) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh 

tersebut masih utuh 

c) Melukai di bagian kepala korban 

d) Melukai dibagian tubuh korban 

e) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan diatas 

Pertama, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh 

korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari, mencabut kuku, mematahkan 

hidung, memotong zakar atau testis, mengiris telinga, merobek bibir, mencungkil 



mata, melukai pelupuk dan bagian ujung mata, merontokkan dan mematahkan 

gigi, serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis. 

Kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara 

fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, 

menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat 

korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan 

tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, 

seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga 

termasuk ke dalam kategori itu. 

Ketiga, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam 

bahasa Arab terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan 

tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut Al-Syajjaj, sedangkan di bagian 

tubuh disebut Al-Jirahah. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami 

bahwa istilah Al-Syajjaj hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala 

dan wajah, tepatnya di bagian tulang. Seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua 

tulang pelipis, dan tulang dagu. 

Keempat, penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan 

istilah Al-Jarh ini, terdiri atas dua macam, yaitu Al-Ja’ifah dan Ghair Al-Ja’ifah. 

Maksud dari Al-Ja’ifah ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. 

Adapun yang disebut dengan Ghair Al-Ja’ifah ialah semua jenis pelukaan yang 

tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban. 

Kelima, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori 

diatas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak 



dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, 

atau luka dalam di bagian organ vital.43 

b. Jarimah Hudud 

1) Pengertian 

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had 

yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani 

mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan 

secara haq karena Allah. 

Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau 

definisi, ketentuan atau hukumm. Dalam bahasan fiqh, had artinya ketentuan 

tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, 

menurut syari’at yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam Al-Quran, dan/atau 

kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut 

dengan jarimah. Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan 

pelakunya dikenakan sanksi had. 44 

Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir 

Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara’. 

Lebih lengkap dari kedua definisi diatas, Nawawi Al-Bantani 

mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan 

kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu 
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dituntut baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka 

memaksanya. 

Dengan lebih mendetail, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud 

secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan 

hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulangi 

pelanggaran. Adapun arti kata had mengacu kepada pelanggaran sebagaimana 

firman Allah (QS. Al-Baqarah (2): 187), “Itulah larangan Allah, maka janganlah 

kamu mendekatinya”. 

Lebih lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa had (hudud) secara 

terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. 

Dengan demikian, ta’zir tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena 

penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya 

qishash yang tidak termasuk dalam cakupan hudud karena merupakan hak sesama 

manusia untuk menuntut balas dan keadilan. 

Sementara itu dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasit, tim perumusnya 

mendefinisikan bahwa arti kata had, yaitu pelajaran (hukuman) bagi pelaku 

perbuatan dosa dengan sesuatu yang dapat mencegahnya dari kebiasaan (buruk) 

dan juga berfungsi mencegah pihak lain agar tidak melakukan perbuatan dosa. 

Butrus Al-Bustani dalam kamus Muhit Al-Muhit mendefinisikan hudud 

menurut fuqaha adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan 

secara benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan had karena dapat 

mencegah pelaku dari kegiatan dosanya yang telah rutin. Batas yang juga tidak 

bergerak seperti dinding dan tanah-tanah. 



Hampir sama dengan uraian Al-Sayyid Sabiq, dalam Al-Majmu’ Imam Al-

Nawawi disebutkan arti had secara bahasa ialah penghalang. Oleh karena itu, 

penjaga pintu dalam bahasa Arab disebut hadid karena bertugas menghalang-

halangi setiap orang yang bukan penghuninya. Baju besi dalam bahasa Arab juga 

disebut hadid karena dapat menghalangi tusukan pedang bagi pemakainya. 

Sementara itu, had secara syara’ berfungsi untuk menghalang-halangi seorang 

pelaku tindak pidana agar tidak kembali melakukan perbuatan yang telah 

dilakukannya. 

Definisi hudud terakhir dikemukakan oleh Abu Ya’la yang mengutip 

pendapat Al-Mawardi, Al-Mawardi berkata, “Hudud ialah ancaman-ancaman 

yang ditetapkan Allah untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang 

dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat 

membuatnya terlena dari ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran 

mendahulukan kenikmatan sesaat. 

Dari segi redaksional, definisi Al-Mawardi yang dikutip oleh Abu Ya’la 

ini berbeda dengan beberapa definisi hudud yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Secara tegas Al-Mawardi menganggap hudud sama dengan zawajir (ancaman-

ancaman), sementara beberapa penulis lain menyebutnya ‘uqubah (sanksi). 

Namun demikian, jika diteliti dari semua definisi hudud diatas, pada dasarnya 

sama, yaitu sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara jelas didalam Al-

Quran dan hadis. Sementara itu, Al-Sayyid Sabiq mengkhususkan bahwa hudud 

berkaitan dengan hak Allah. Oleh sebab itu, qishash tidak masuk didalamnya, 



karena yang dominan adalah hak adami. Demikian pula dengan persoalan ta’zir 

yang tidak ditentukan oleh nash dan merupakan kompetensi hakim setempat.45 

2) Macam-Macam Hudud 

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Hudud yang termasuk hak Allah 

b) Hudud yang termasuk hak manusia 

Menurut Abu Ya’la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang 

wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang 

diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori 

yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena 

ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamr. 

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, hudud yang 

merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum-minuman keras, 

pencurian, dan pemberontakan. Kedua, hudud yang merupakan hak manusia, 

seperti had qadzaf dan qishash.46 

Jenis-jenis had yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau 

dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, 

pengasingan/deportasi, dan salib. Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang 

pelakunya diancam sanksi had, yaitu zina (pelecehan seksual), qadzaf (tuduhan 

zina, sariqah (pencurian), harabah (penodongan, perampokan, pembahasan 
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perampokan), khamr (minum dan obat-obatan terlarang), bughah (pemberontakan 

atau subversive), dan riddah/murtad (beralih atau pindah agama).47 

c. Jarimah Ta’zir 

Ta’zir adalah bentuk mashdar dari kata   ْر ي ع زِرْ ْ-ع ز   yang secara etimologis 

berarti ْ ْوالمنع د   نصره yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti الر 

menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut. 

ِْ مِن واْباِللَّّ أ صِيلًاْْلِت ؤ  ةًْو  ر  ب ك  وهْ  ب حِ  ت س  و  وهْ  ق رِ  ت و  و  وهْ  ر  ت ع ز ِ س ولِهِْو  ر  و   

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 

(agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan 

petang”. (QS. Al-Fath (48): 9).48 

   

 Kata ta’zir dalam ayat ini juga berarti ْقواه ْو ْأعانه ْو ْوق ره ْو  yaitu ,عظ مه

membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). 

Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta’zir 

adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.  

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi ta’zir secara 

syari’at sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan Al-Mawardi 

dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah mendefinisikan ta’zir ialah pengajaran 

(terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya 

berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta’zir sama dengan 

hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan 

dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa 

                                                           
47 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia, hlm 106 
48 Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-Fath ayat 9 



yang dikerjakan. Definisi ta’zir yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini dikutip 

oleh Abu Ya’la. 

 Kemudian pengertian ta’zir menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-

Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Mendefinisikan sanksi-sanksi ta’zir adalah hukuman-

hukuman yang secara syara’ tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syari’at Islam 

menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas 

permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi 

masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi ta’zir ini sangat beragam 

sesuai dengan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai 

keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. 

Dari berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ta’zir adalah sanksi 

yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik 

berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam 

kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta’zir tidak ditentukan secara 

langsung oleh Al-Quran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa 

setempat. Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi ta’zir, harus tetap 

memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan 

umum.49 

D. Faraidh/Fiqh Mawaris 

1. Pengertian 
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Kata waris berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “warisa” (ورث), 

“yarisu” (يرٌث ), “wirsan” ( رثاوِْ  ), isim failnya “warisun” (وارث) yang artinya ahli 

waris.50 Sedangkan waris menurut bahasa adalah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang 

kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. 

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari 

orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Definisi waris adalah 

soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 

seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.51 

Di Indonesia penyebutan fiqih mawaris (ilmu waris) disebut juga hukum 

kewarisan islam, hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum waris, yang sebenarnya 

terjemahan bebas dari kata mawaris. Bedanya, fiqih al-mawaris menunjukkan identitas 

hukum waris Islam, sementara hukum warisan memiliki konotasi umum, bisa 

mencangkup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam kitab undang-

undang hukum perdata.52 

Secara terminologi pengertian faraidh adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan 

terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat 

diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat 

bagian tertentu.53 
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Menurut Muhammad al-syarbiny Faraidh adalah ilmu fiqh yang berkaitan 

dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan 

pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta 

peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris). Sedangkan menurut Hasbi Ash-

Shiddieqy Faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan 

warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli 

waris, dan cara pembagiannya.54 

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, terdapat perbedaan antara 

mawaris dengan faraidh. Dimana dalam ilmu waris dibahas hal-hal yang berkaitan 

dengan harta peninggalan. Sedangkan ilmu faraidh karena berkaitan tentang bagian-

bagian tertentu, yang sudah ditetapkan ukurannya bagi masing-masing ahli waris. 

2. Syarat dan Rukun Waris 

Syarat yang harus dipenuhi dalam waris yaitu: matinya muwwaris, hidupnya 

waris (ahli waris), dan tidak adanya penghalang untuk mewarisi. 

a. Matinya Muwarist (orang yang mewariskan hartanya). 

Matinya muwarist (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seorang baru disebut 

muwaris jika dia telah meninggal dunia. Jika seseorang memberikan harta kepada 

ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan disebut waris. 

b. Hidupnya ahli waris 

Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris 

meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan 

kepada ahli waris yang secara syari’at benar-benar masih hidup, sebab orang yang 
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sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus 

dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris 

meninggal dunia. 

c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi 

Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada 

penghalang baginya.55 

3. Sebab-Sebab Menerima Waris 

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi tiga macam yaitu: 

a. Hubungan Kekerabatan (al-Qarabah) atau Hubungan Nasab 

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi 

dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan adalah sebab 

adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur 

kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.56 

Firman Allah QS. An-Nisa: 7 sebagai berikut: 

ْ ك  اْت ر  مَّ لِلن ِس اءِْٓن صِيبٌْم ِ ْو  ب ون  ٱلْ  ق ر  لِد انِْو  ْٱل و َٰ ك  اْت ر  مَّ الِْن صِيبٌْم ِ ج  ل ِلر ِ

ْن صِي ْك ث ر  أ و  ْمِن هْ  اْق لَّ ْمِمَّ ب ون  ٱلْ  ق ر  لِد انِْو  وضًاٱل و َٰ ف ر  باًْمَّ  

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah 

ditetapkan”. (QS. An-Nisa’: 7).57 

 

b. Hubungan Perkawinan 
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Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah 

dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-

istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. 

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih 

terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam 

memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan bagian tertentu 

sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya 

meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami 

maupun istri tidak dapat terhijab sama sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya 

dapat terhijab nuqsan (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli 

waris yang lain.58 

c. Hubungan karena sebab Wala’ 

Al-Wala’ yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba 

sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. 

Wala’ yang dapat dikatagorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga 

dengan istilah wala’ul itqi, dan atau wala’un nikmah. Hal ini karena pemberian 

kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba 

sahaya. Oleh syari’at Islam, wala’ digunakan untuk memberikan pengertian: 

1) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak 

emansipasi) kepada hamba sahaya. 
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2) Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong 

menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.59 

4. Penghalang dalam Mewarisi 

a. Pembunuhan 

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwaris menyebabkan 

tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.60 

ِْْلْ وْ سْ رْ ْالْ ق ْْاسٍْب ْعْ ْنْ بْ ْثْ يْ دِْحْ  ِْل ْصْ ْاللّ  ْْه ْنَّْإِْْف ْلًاْيْ تِْف ْْلْ ت ْق ْْنْ مْ ْمْ لَّْسْ وْ ْهِْيْ ل ْعْ ْىْاللّ  ْلَ 

ْاه ْوْ رْ ْاثٍْرْ يْ مِْْلٍْاتِْق ْلِْْسْ يْ ل فْ ْْه ْد ْالِْوْ ْانْ كْ ْنْ إِْوْ ْه ْرْ يْ غْ ْثٌْارِْوْ ْه ْل ْْنْ كْ ي ْْمْ ل ْْنْ إِْْوْ ْه ْث ْرِْي ْ

هِْرِْيْ غْ ْابِْلب ْيْا ْفِْوْ ْد ْمْ حْ أ ْ  

“Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah 

saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan 

oleh an-Nasa’i, ad-Daraquthni dan diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barri tetapi dinilai 

cacat ileh an-Nasa’I, dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja.” 61 

 

Hal yang menjadi permasalahan disini adalah banyaknya jenis dan macam 

pembunuhan, yang mana yang menjadi penghalang pembunuh untuk mewarisi harta 

peninggalan korbannya. Menurut madzhab Hanafi, pembunuhan yang dapat 

menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan yang 

disengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena salah 

sasaran. Kemudian madzhab Maliki berpendapat, pembunuh yang menyebabkan 

gugurnya hak warisan adalah pembunuh yang disengaja dan tidak disengaja saja. 

Sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak warisan. Lalu menurut madzhab 

Hambali, setiap pembunuh yang dibalas dengan hukuman qisas, diyat, atau kafarat 
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dapat menggugurkan hak warisan. Jika tidak, maka tidak menggugurkan hak warisan. 

Para ulama pendukung Syafi’iyyah berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan 

dapat menggugurkan hak kewarisan termasuk persaksian yang menyebabkan 

dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang (pewaris).62 

b. Hamba Sahaya 

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab 

kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal 

majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan 

tersebut. Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-

barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu ia 

tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh 

ke tangan majikannya. 

Ketentuan ini berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba sahaya murni 

atau yang mudabbar, yaitu seorang hamba sahaya yang oleh majikannya dikatakan 

“jika saya telah meninggal kelak engkau akan merdeka”. Atau hamba sahaya yang 

mukattab, yaitu hamba sahaya yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar 

kepada majikannya secara angsuran paling sedikit dua kali, misalnya si majikan 

mengatakan “jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur paling sedikit 

dua kali, maka engkau akan merdeka”.63 

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi 

penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash sharih yang menafikkan 

kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang.  
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c. Perbedaan Agama 

Hal yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang 

menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, 

agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka 

orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.64 

ْالْ  ي رِث  ْ)متفقْعليه(لَْ  لِم  س  ْال م  ال ك افرِ  لَْ  ْو  ْال ك افرِ  لِم  س  م   

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak 

mewarisi orang muslim.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).65 

 

Berdasarkan hadits tersebut, semua empat Imam Madzhab berpendapat sama. 

Namun, sebagian Ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang 

kafir, tetapi sebaliknya orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Pendapat 

semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan orang Islam lebih 

tinggi dari pada siapapun, tidak ada satupun  yang dapat mengunggulinya. Dari 

semua pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang benar yang merupakan pendapat 

Jumhur, yang secara jelas telah mengamalkan Nash Nabawi dalam Hadits di atas. 

Lagi pula masalah waris mewarisi berhubungan dengan saling tolong menolong dan 

membantu sesamanya. Hal ini tidak terdapat diantara orang muslim dengan orang 

kafir karena dilarang Syara’. 

Mengenai semua agama dan kepercayaan di luar Islam, Ulama Hanafiyyah, 

Syafi’iyyah, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa semuanya merupakan satu 

agama, sebab pada hakikatnya mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu 
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menyari’atkan Allah SWT. Alqur’an memberikan isyarat bahwa aneka ragam agama 

dan kepercayaan kepada selain yang hak digolongkan kepada golongan yang sesat.66 

d. Berlainan Negara 

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang di tempati suatu bangsa yang 

memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara tersendiri, dan memiliki 

kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam 

konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, 

karena kekuasaan penuh berada di negara federal. 

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila 

di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda. 

Apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para ulama, tidak menjadi 

penghalang mewarisi. 

Negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun 

kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri sendiri. 

Negara hanya semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing 

di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah.67 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk 

memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan 

ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di 
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dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu tentang tindak pidana pembunuhan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Andi Dedy Herfiawan 

dimana melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana Yang Dilakukan Bersama”. Didalam penelitian itu dibahas tentang putusan 

Nomor 212/Pid.B/2011/PN.Pinrang.68 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pancar Triwibowo yaitu yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang 

Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepakbola”. Membahas tentang 

studi putusan nomor 174/PID.B/2011/PN Lamongan.69 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Asriana yaitu tentang “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang 

Lain”. Membahas tentang Studi Kasus Putusan Nomor 715/Pid.B/2013/PN.Mks di 

Pengadilan Negeri Makasar.70 Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat 

bahwa pembahasan tentang pembunuhan sangat banyak dan motifnya pun juga beragam. 

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai “Kelalaian 

Dalam Merawat Orang Tua Menurut Perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawarais (Studi 

Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek Tentang 

Secara Bersama-Sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati)”. Dan jelas 

sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. 
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